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ABSTRAK 

 

Zulindo Agil Faturahman, (2024):Pencegahan Stunting Oleh Dinas 

Kesehatan Berdasarkan Peraturan 

Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang 

Penanganan Dan Pencegahan Stunting 

Di Desa Pangke Kecamatan Meral 

Barat Kabupaten Karimun Provinsi 

Kepulauan Riau 

 
Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh bagaimana upaya pencegahan dan 

faktor penghambat dalam pencegahan Stunting oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 

Karimun Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penanganan Dan 

Pencegahan Stunting di Desa Pangke Kecamatan Meral, yang kenyataannya fakta di 

lapangan menunjukkan adanya intervensi yang kurang optimal dalam  menurunkan angka 

Stunting. Terdapat beberapa aturan dan kebuijakan-kebijakan yang diberikan masih 

terdapat kekurangan, masi terdapat beberapa masyarakat yang kurang memahami akan 

bahaya nya Stunting dan juga kurangnya mendapatkan perhatian dari pemerintah 

kabupaten, oleh karena itu terjadi peningkatan yang signifikan yang bisa berdampak pada 

masa depan anak generasi. 

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris atau 

sosiologis hukum, yaitu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat 

bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Sifat Penelitian yang saya gunakan yakni 

Deskriptif Analisis, dengan pendekatan yang digunakan yakni pendekatan efektifitas 

hukum, dan dengan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Anang saya gunakan yaitu analisa kualitatif.Adapun yang menjadi informan 

terdapat 1 orang Kepala Bidang Bagian Peningkatan Kesehatan Keluarga Dinas 

Kesehatan Kabupaten Karimun, 1 Orang Administrator Kesehatan Ahli Muda di Dinas 

Kesehatan, 1 orang Kepala Desa Pangke, 1 orang Bidan Desa Pangke 

Berdasarkan hasil penelitian Dengan intervensi pencegahan yang dilakukan dinas 

kesehatan berkerja sama dengan lintas sektor dan pemerintahan desa yang mengalami 

penurunan yang membuahkan hasil. Akan tetapi kenyataannya desa pangke masi tercatat 

sebagai desa dengan angka Stunting tetinggi di Kecamatan Meral Barat di Tahun 2024. 

Hal ini menunjukkkan bahwa masi terdapat kebijakan kebijakan yang di tetapkan  belum 

terlaksana sepenuhnya untuk mengurangi angka kenaikan dan penanganan Stunting di 

Kabupaten Karimun. 

 

 

 

Kata kunci: Stunting, Desa Pangke, kebijakan 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Di Indonesia masalah gizi masih menjadi problematic yang sangat di 

perhatikan. Dimana gizi yang sederhana hingga masalah gizi yang sifatnya cukup 

berat hingga di kategorikan parah. Masalah gizi yang terjadi di Indonesia ditandai 

dengan banyaknya kasus gizi buruk yang telah terjadi terutama gizi buruk pada 

balita. World Health Organization (WHO) menetapkan masalah kekurangan gizi 

pada anak menjadi beberapa masalah yakni mulai dari berat badan berkurang, 

gagal tumbuh kembang anak atau Stunting dan juga gizi kurang atau wasting.
1
 

Pada tahun 2024, angka kelahiran di Indonesia diperkirakan mencapai 

859.055 jiwa, dengan tingkat kelahiran sekitar 16,608 per 1000 penduduk, dan 

mengalami penurunan sebanyak 1,24% yang mana pada tahun 2023 tercatat angka 

kelahiran sebanyak 870.000 jiwa
2
. Namun permasalahan gizi merupakan suatu 

permasalahan yang terjadi di dalam siklus kehidupan yang sangat kompleks dan 

penting sehingga harus di tangani dengan cepat dan tepat. Masalah tersebut bisa 

terjadi berawal dari kandungan, bayi yang baru lahir, balita, remaja, bahkan 

sampai lanjut usia dan masalah gizi dapat terjadi pada kelompok umur, adanya 

permasalahan gizi yang terjadi  pada kelompok masyarakat yang berpengaruh 

pada status gizi didalam siklus kehidupannya yang akan mendatang.
3
 

 

                                                      
1
 Erika Nur Khasanah, et.al., Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Indonesia, Jurnal 

Akuntan Publik, Volume 1., Nomor 2., (2023), h. 218 
2
 https://upk.kemenkes.go.id/new/kementrian-kesehatan-hasil-survei-ssgi. Artikel diakses 

12 Maret 2024,  
3
 lbid., h. 218. 
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Kepulauan Riau merupakan salah satu` provinsi yang ada di Indonesia. 

Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah 

Utara, Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat di sebelah Timur, Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di Selatan, negara Singapura, Malaysia 

dan Provinsi Riau di sebelah Barat. Provinsi ini termasuk provinsi kepulauan di 

Indonesia. Pada tahun 2024, penduduk Kepulauan Riau tercatat berjumlah 

2.213.500 jiwa,
4
 yang mana anggka kelahhiran di Kepulauan Riau terus 

meningkat perlahan setiap tahunnya. 

Oleh karena itu permasalahan gizi yang terjadi di masyarakat, maka 

pemerintahan mengatur tentang permasalahan gizi tersebut terdapat dalam Pasal 1 

ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis 

Pangan Dan Gizi, yang berbunyi “Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG) 

adalah kebijakan strategis dalam pembangunan pangan dan gizi guna 

mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
”5

. 

Stunting merupakan gagal tumbuh kembang atau sering biasa disebut masalah gizi 

yang dampaknya pada kehidupan sosial, ekonomi, dan masyarakat.   

Pravelensi Stunting dan gizi buruk di Kepulauan Riau pada Tahun 2022 

mengalami penurunan dari 17,6% Tahun 2021 menjadi 15,4% pada Tahun 2022. 

Angka ini mengalami penurunan sebanyak 2,2% dan menjadikan sebagai 4 

provinsi terendah dalam pravelensi Stunting di tingkat nasional. Meskipun angka 

Stunting secara alami mengalami penurunan, namun masih terdapat kabupaten 

                                                      
4
 Kepriprov.go.id, artikel dari https://kepriprov.go.id/laman/tentang-kepri. diakses pada 

10 Maret 2025. 
5
 Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017, Lembaran Negara Tahun 2017 

Nomor 188 Tentang Kebijakan Strategis Pangan Dan Gizi, Pasal 1 Ayat (1). 
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yang mengalami kenaikan angka Stunting di Provinsi Kepulauan Riau.
6
 

Stunting  atau  stunted  itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yang 

memiliki gramatika kata kerja (tenses) terhadap peristiwa yang terjadi, dan ing 

dalam kata itu berarti proses. Stunting adalah istilah yang digunakan untuk 

merujuk ujuran tinggi badan menurut umur di bawah rata-rata alias pendek
7
.  

Di dalam Kamus Besar Bahasa Iindonesia (KBBI) daring kata “tengkes” 

bermakna kerdil (tidak dapat tumbuh menjadi besar) atau berbadan kecil
8
. Kata 

“Tengkes” tentu masih asing di telinga orang awam, namun tengkes dan Stunting 

sejatinya adalah dua tema yang memiliki makna sama, satu adalah kata dari 

bahasa Indonesia (tengkes) dan satu lagi berasal dari bahasa asing / Inggris 

(Stunting).
9
 Namun kata Stunting sudah tertanam kuat di mulut dan telinga orang 

Indonesia
10

.  

Stunting juga merupakan kelainan perawakan (pendek) pada anak yang 

memiliki faktor resiko multilevel, faktor tersebut tidak hanya dari internal namun 

juga melibatkan faktor eksternal, anak yang mengalami stunting dipengaruhi dari 

tingkat rumah tangga hingga karakteristik wilayah tempat tinggal.
11

 Anak yang 

mengalami Stunting pada usia dini juga kemungkinan mengalami hambatan 

pertumbuhan pada organ lainnya, termasuk pada otak. Mata rantai terjadinya 

                                                      
6
 https://kepri-prov.go.id/berita/%&8pemprov-kepri/prevalensi-Stunting-kepri-tahun-2022 

sebesar-15-4-persen-terendah-keempat-se-indonesia, diakses pada 28 April 2024. 
7
 Kompas, “Menuju Generasi Emas: Stunting Istilah dan Dampaknya”, Artikel dari 

https://www.kompas.com/sains/read//menuju-generasi-emas-Stunting-istilah-dan-dampaknya. 

Diakses pada 7 Juli 2024. 
8
 Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, “KBBI VI Daring : Pengeertian 

Tengkes”, Artikel dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tengkes, Diakses Pada 8 Juli 2024. 
9
 Tengkes itu Stunting, artikel dari, https://portal.luwuutarakab.go.id/post/tengkes-itu-

Stunting-. diakses pada tanggal 15 April 2023 
10

 Ibid. 
11

 Iman mastura, “Faktor Resiko Kejadian Stunting”, Jurnal Kedokteran Nanggroe 

Medika, Volume 6., Nomor 1., (Maret 2023), h. 28. 

https://kepri-prov.go.id/berita/%25&8pemprov-kepri/prevalensi-Stunting-kepri-tahun-2022%20sebesar-15-4-persen-terendah-keempat-se-indonesia
https://kepri-prov.go.id/berita/%25&8pemprov-kepri/prevalensi-Stunting-kepri-tahun-2022%20sebesar-15-4-persen-terendah-keempat-se-indonesia
https://www.kompas.com/sains/read/2024/01/25/100000823/menuju-generasi-emas-stunting-istilah-dan-dampaknya?page=all


4 

 

 

 

Stunting dapat dimulai dari usia remaja putri, ibu hamil, ibu menyusui, masa 

pemberian makanan pendamping asi (MPASI), dan dilanjutkan dengan adanya 

penerapan pola hidup sehari-hari terutama pada usia 1000 Hari Pertama 

Kehidupan (HPK). 

Dampak yang dapat terjadi akibat adanya Stunting yang dialami oleh anak 

disebabkan dengan kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama anak yang 

mana dimulai saat usia 2 Tahun merupakan periode kritis dari terjadinya 

gangguan pertumbuhan termasuk adanya perawakan yang pendek atau biasa 

disebut dengan tubuh kerdil. Sementara itu, kemampuan kognitif biasanya dapat 

dikenali oleh seorang ibu setelah anaknya menginjak usia prasekolah. Pengenalan 

Stunting tersebut mungkin dapat mencegah dampak Stunting dengan lebih 

efektif.
12

 

Pembentukan dalam konteks pembentukan kebijakan adalah merujuk pada 

proses sistimatis yang melibatkan perumusan, pengembangan, dan pengesahan 

kebijakan oleh pemerintah. Proses ini yang melibatkan interaksi antara berbagai 

aktor dan faktor, dan hasilnya dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap 

masyarakat. Oleh karena itu pemahaman yang mendalam tentang proses 

pembentukan sangat penting bagi para pembuat kebijakan, peneliti, dan 

masyarakat umum.
13

. 

Kebijakan (Policy) adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang 

pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk 

                                                      
12

  ibid 
13

 https://pshk.or.id/aktivitas/praktek-pembentukan-kebijakan-di-indonesia/Pembentukan/, 

“Praktek Pembentukan Kebijakan Di Indonesia”, Artikel dari Pusat studi Hukum dan Kebijakan 

Indonesia, (Diakses pada tanggal 23 Maret 2025). 
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mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan 

itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.
14

 Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi 

garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, 

dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya) pernyataan 

cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha 

mencapai sasaran. 

Menurut Abdul Wahab, kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi 

yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu 

yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat
15

. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sutu 

rangkayan yang harus dilaksakan atau tidak, itu sudah menjadi keputusan 

pemerintah yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok actor. Berkaitan dengan 

suatu permasalahan yang diperhatikan oleh pemerintah, kebijakan publik
16

. 

Pencegahan atau  preventif adalah pendekatan, prosedur dan  metode yang 

dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya 

sebagai individu, pasangan, orang tua, atau pun dalam  keterlibatan.
17

 Pencegahan 

juga dapat diartikan dalam bentuk menghalangi atau menghindari sesuatu dari hal 

buruk yang akan terjadi saat itu. Dengan demikian pencegahan adalah suatu 

                                                      
14

 Abdal, Kebijakan Publik : Memahami Konsep Kebijakan Publik, (Bandung: Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati, 2015),h. 34-35. 
15

 Siti Marwiyah, Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, 

Pelaksanaan, Analisis, Dan Evaluasi Kebijakan Publik, ( Probolinggo: Cv. Mitra Ilmu, 

2022),h. 12. 
16

  Ibid. 
17

  Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, (Jakarta: 

Bina Grafika.2001),h.10 
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tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menangkal, mencegah, 

menghindari bahkan menghalangi, suatu hal negatif atau hal buruk yang akan 

menimpa atau akan terjadi pada diri sendiri ataupun orang lain disekitarnya 

Dinas Kesehatan merupakan bagian dari instansi pemerintah yang 

berhadapan langsung dengan masyarakat dan stakeholder dibidang kesehatan. 

Berdasarkan Peraturan Kementrian Kesehatan RI Nomor 49 Tahun 2016 Tentang 

Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, “Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah satuan kerja 

pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan 

urusan pemerintah dalam bidang kesehatan di kabupaten/kota”. 

Selain dari bertanggung jawab dalam membantu urusan pemerintah di 

bidang kesehatan di tingkat kabupaten/ kota, Dinas Kesehatan juga mempunyai 

tugas yang mana di atur dalam Peraturan Kementrian Kesehatan  RI Nomor 49 

Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan 

Provinsi dan Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa “Dinas Kesehatan provinsi 

mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di 

bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang 

ditugaskan kepada daerah provinsi”. “Dinas Kesehatan kabupaten/kota 

mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota melaksanakan urusan pemerintahan 

di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan 

yang diberikan kepada daerah Kabupaten/kota”.  

Dan Dinas Kesehatan Provinsi memiliki fungsi perumusan kebijakan, 

pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
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kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan 

kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 

(PKRT) serta sumber daya kesehatan, pelaksanaan administrasi dinas sesuai 

dengan lingkup tugasnya, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Daerah terkait dengan bidang kesehatan.
18

 

Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan membawahi bagian Sekretariat 

dan beberapa bidang. Uraian Tugas Dinas Kesehatan dijabarkan melalui Peraturan 

Bupati Karimun  Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian 

Tugas Dinas Daerah dan telah dilakukan perubahan beberapa kali dengan 

perubahan terakhir pada Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah. Adapun uraian tugas Dinas 

Kesehatan Kabupaten Karimun dalam membantu dibidang kesehatan yang mana 

terdapat salah satu masalah yakni dalam pencegahan angka Stunting di Kabupaten 

Karimun.
19

  

Dengan uraian tugas Dinas Kesehaatan yang membantu permasalahan 

Stunting , melalui Bupati Kabupaten Karimun mengeluarkan Peraturan Bupati 

Kabupaten Karimun Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penanganan Dan Pencegahan 

                                                      
18

 Indonesia, Peraturan Kementrian Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, h. 17. 
19

 Dinkes Kabupaten Karimun, “Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan”, artikel dari  

https://dinkes.Karimun.go.id/tugas-fungsi-dan pokok/ , diakses 7 juni 2024. 
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Stunting dengan di kordinasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian Dan 

Pengembangan (BAPERLITBANG) Daerah Kabupaten Karimun dengan 

memberikan kewenangan kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk 

pengembangan program dan kegiatan dalam melakukan pelaksanaan dan upaya 

pencegahan dan penanganan Stunting dengan cara Promotif (Upaya pencegahan 

pertama yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan) dan Preventif (Tindakan 

untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan). 

Seiring dengan upaya pencegahan Stunting yang dilakukan secara 

promotif dan preventif, adapun tercantum program kebijakan beberapa kegiatan 

atau program dengan cara pendekatan Promotif dan Preventif  dalam 

mempercepat upaya pencegahan dan penanganan Stunting seperti yang tertera 

pada Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), (2), dan Pasal 13 ayat 

(1)didalam Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 54 Tahun 2019 Tentang 

Penanganan Dan Pencegahan Stunting menjelaskan bahwa: 

“Dalam upaya pencegahan dan penanganan Stunting dilakukan strategi 

edukasi kesehatan,gizi dan pengasuhan melalui kemandirian keluarga”. 

(Pasal 10 ayat (1)). 

 

“Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif 

masalah Stunting serta meningkatkan produktivitasnya masyarakat”. ( 

Pasal 11 ayat (2)). 

 

 “Dalam upaya mempercepat pencegahan dan penanganan Stunting 

dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Selanjutnya “Gerakan Seribu 

Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui 

penggalangan partisipasi dan kepedulian parapemangku kepentingan 

secara terencana, terkoordinasi dan terintegrasi terhadap kebutuhan gizi 

janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya”.( Pasal 12 

ayat (1) dan (2)) 
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“Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah merupakan 

pendekatan program sanitasi dengan metode pemicuan untuk 

menimbulkan kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan 

sanitasi yang dihadapinya dan berkontribusi mencegah Stunting dalam 

waktu yang sama”. (Pasal 13 ayat (1)) 

 

Terkait program-program yang di buat didalam Peraturan Bupati tersebut 

mempunyai target dan tujuan seperti yang dijelaskan pada Pasal 4 yang 

menjelaskan  

  “Pencegahan dan penanganan Stunting dimaksudkan untuk 

meningkatkan mutu gizi dan kesehatan perorangan, keluarga dan 

masyarakat serta kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan pola 

konsumsi masyarakat, penyediaan air bersih dan sanitasi sehat, perbaikan 

perilaku sadar gizi, Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk 

balita, Pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui, 

peningkatan pelaksanaan posyandu, pengembangan dan peningkatan 

sistem ketahanan pangan dan gizi di desa, pengembangan apotek hidup 

desa, dan kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa”( Pasal 4).
20

 

 

Maka dari itu dibuatlah bentuk kebijakan dalam bentuk program tersebut 

agar mengenai target sasaran agar mempercepat pencegahan dan penurunan 

Stunting, namun kenyataannya program dan kegiatan yang dilaksanakan 

dilapangan tidak sepenuhnya berjalan. Hal ini dapat dilihat bahwa Kabupaten 

Karimun menetapkan beberapa Kecamatan yang menjadi daerah Lokus Stunting 

terutama di Kecamatan Meral Barat yang merupakan salah satu daerah dengan 

angka kasus Stunting tertinggi di Tahun 2023 mencapai 8,2% yang sebelumnya di 

Tahun 2022 sebanyak 5,6%. Salah satunya Desa Pangke merupakan salah satu 

angka kasus Stunting tertinggi di Tahun 2023  sebanyak 13,5% yang sebelumnya 

                                                      
20

 Indonesia, Peraturan Bupati Karimun Nomor 54 Tahun 2019, Tentang Pencegahan Dan 

Penanganan Stunting, Pasal 4. 
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sebanyak 8,1% di Tahun 2022
21

. Oleh karenanya itu dikarenakan peningkatan 

angka kasus Stunting yang meningkat perlu adanya upaya yang harus dilakukan 

oleh dinas terkait untuk mengatasi fenomena permasalahan ini. 

Terhadap penjelasan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul Pencegahan Stunting Oleh Dinas 

Kesehatan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 

Tentang Penanganan Dan Pencegahan Stunting Di Desa Pangke 

Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. 

B. Batasan Masalah 
 

Batasan masalah ini sangat berguna bertujuan sebagai kajian penelitian 

yang akan  dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu 

yang singkat, mengingat banyaknya permasalahan-permasalahan yang sering 

ditemukan pada Pencegahan Stunting Oleh Dinas Kesehatan Berdasarkan Peraturan 

Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penanganan Dan Pencegahan Stunting Di 

Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan 

Riau, Penelitian ini berfokus pada pasal 10 ,11, 12,dan 13 yang mana mngatur 

program-program yang bertujuan seperti yang di jelaskan pada pasal 4 akan tujuan 

dari program program yang di berikan di Kecamatan Meral yang berfokus di Desa 

Pangke. 

 

                                                      
21

 Publikasi Analisa Dan Pengukuran Stunting Kecamatan Meral Barat. 

https://diskominfostaper.Karimunkab.go.id.-publikasi-kec-meral-barat-2023.com, diakses pada 24 

maret 2024 

https://diskominfostaper.karimunkab.go.id.-publikasi-kec-meral-barat-2023.com/
https://diskominfostaper.karimunkab.go.id.-publikasi-kec-meral-barat-2023.com/
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C. Rumusan Masalah  
 

1. Bagaimanakah upaya pencegahan Stunting oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 

Karimun Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang 

Penanganan Dan Pencegahan Stunting di Desa Pangke Kecamatan Meral 

Barat? 

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam upaya pencegahan Stunting di 

Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun terhadap Desa Pangke Kecamatan 

Meral Barat ? 

D. Tujuan Dan Manfaat 
 

1. Tujuan Penelitian  
 

 Adapun tujuan dan manfaat yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:  

a. Untung mengetahui Pencegahan Stunting Oleh Dinas Kesehatan 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang 

Penanganan Dan Pencegahan Stunting Di Desa Pangke Kecamatan 

Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Di Desa 

Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan 

Riau 

b. Untuk menetahui yang menjadi hambatan dalam pencegtahan Dinas 

Kesehatan dalam menjalankan program kebijakan mengenai Pencegahan 

Stunting Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau 
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2. Manfaat Penelitian 
 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan penelititan 

lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya mahasiswa atau 

para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama 

dan untuk dapat dijadikan bahan acuan bagi masyarakat, pemerintah 

daerah, dan Dinas Kesehatan dalam tinjauan yuridis terhadap 

Pencegahan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun dalam 

mengatasi upaya pencegahan Stunting. 

b. Manfaat Praktis  

Penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi persytaratan dalam 

memperoleh gelar sarjana hukup pada program S1 Ilmu Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

c. Manfaat Akademis 

Penelitian ini bermanfaat sebagai bacaan perpustakaan yang 

berhubungan dengan yang di teliti dan tolak ukur bagi penulis 

berikutnya untuk mengambil topik yang sama. 
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BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Freies Ermessen / Distraktion 

Istilah "Freies Ermessen " berasal dari bahasa Jerman. Kata "freies" 

diturun-kan dari kata "frei" dan "freie" yang artinya : bebas, merdeka, tidak 

terikat, lepas, dan orang bebas. Sedangkan kata "ermessen" mengandung arti 

mempertimbangkan, menilai, menduga, penilaian, pertimbangan, dan keputusan. 

Jadi secara etimologis, "Freies Ermessen " dapat diartikan sebagai "orang yang 

bebas mempertimbangkan, bebas menilai, bebas menduga, dan bebas mengambil 

keputusan". Selain itu istilah "Freies Ermessen " ini sepadan dengaii kata 

"discretionair", yang artinya menurut kebijaksanaan, dan sebagai kata sifat, 

berarti menurut wewenang atau kekuasaan yang tidak atau tidak seluruhnya 

terikat pada undang-undang"
22

. 

Freies Ermessen  merupakan kewenangan bebas yang diberikan kepada 

pejabat pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

warga masyarakat, yang merupakan konsekuensi dari adanya konsep negara 

kesejahteraan (welfarestate) yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat
23

. 

Dalam hal ini dikenal adanya prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak 

untuk menyelesaikan suatu masalah dengan alasan tidak atau belum ada 

aturannya, sehingga agar kepentingan masyarakat tidak dirugikan, pejabat diberi 

kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan sendiri suatu aturan untuk 

                                                      

22
 Saut P. Panjaitan, Makna Dan Peranan  Freises Ermessen Dalam Hukum Administrasi 

Negara, (Unisia, Tahun 1991), h. 55. 
23

 Dyah Adriantini Sintha Dewi, Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan 

Dalam Konsep Negara Kesejahteraan, Yustisia. Vol. 5 No. (1 Januari  2016), h. 184. 
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menyelesaiakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 

Secara bahasa Freies Ermessen  berasal dari kata frei yang artinya bebas, 

lepas, tidak terikat, dan merdeka. Sementara itu, Ermessen berarti 

mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. Freies Ermessen  

berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan 

mempertimbangkan sesuatu atau mengambil keputusan.Sedang secara etimologis, 

Freies Ermessen  artinya orang yang bebas mempertimbangkan, bebas menilai, 

bebas menduga, dan bebas mengambil keputusan. Istilah ini kemudian secara khas 

digunakan dalam bidang pemerintahan sehingga Freies Ermessen  (diskresionare) 

diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat 

atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus 

terikat sepenuhnya pada undang- undang.
24

 

Freies Ermessen  ini muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan 

dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (wetmatigheid van bestuur) atau 

dalam kata lain sebagai pelengkap bukan suatu penentang. Bagi negara zwelfare 

state, asas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan secara maksimal dalam 

melayani kepentingan masyarakat yang berkembang pesat sejalan dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi.
25

 

a. Kebebasan interpretasi (interpretatieverijheid) 

Interpretatieverijheid mengimplikasikan kebebasan yang dimiliki 

organ pemerintahan untuk menginterpretasikan suatu undang-undang. 

b. kebebasan penilaian (beoordelingsvrijheid) 

Beoordelingsvrijheid muncul ketika undang-undang menampilkan 

                                                      
24

 Marcus Lukito, Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan Dalam Bidang Perencanaan dan 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi 

Hukum Tertulis Nasional, Disertasi, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 1996), h. 205. 
25

 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 

197 
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dua pilihan (alternatif) kewenangan terhadap persyaratan tertentu yang 

pelaksanaannya dapat dipilih oleh organ pemerintahan. Kebebasan 

mempertimbangkan bagi administrasi ini ada yang bersifat subjektif 

(subjectieve beordelingsruimte), yaitu kebebasan untuk menentukan 

sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki itu 

dilaksanakan, dan bersifat objektif (objectieve beordelingsruimte), yakni 

kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yang 

dirumuskan dalam peraturan dasar wewenangnya. 

c. kebebasan mengambil kebijakan (beleidsvrijheid).  

Beleidsvrijheid lahir ketika pembuat undang-undang memberikan 

kewenangan kepada organ pemerintahan dalam melaksanakan 

kekuasaannya untuk melakukan inventarisasi dan mempertimbangkan 

berbagai kepentingan.
26

 

Ketika kebebasan pemerintah atau freies Ermessen ini dituangkan dalam 

bentuk tertulis, ia akan menjadi peraturan kebijakan. Dengan demikian, peraturan 

kebijakan itu secara jelas terkait dengan penggunan wewenang organ 

pemerintahan, dan hakikat peraturan kebijakan adalah “naar buiten gebracht 

schricftelijk beleid” yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis.
27

 

Meskipun pemberian freies Ermessen kepada pemerintah atau administrasi 

negara merupakan konsekuensi logis dari konsepsi welfare state, tetapi dalam 

kerangka negara hukum, freies Ermessen ini tidak dapat digunakan tanpa batas. 

Atas dasar itu Ridwan HR mengutip pendapat Sjachran Basah mengemukakan 

unsur-unsur freies Ermessen dalam suatu negara hukum, yaitu
28

: 

a. ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik; 

b. merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara; 

c. sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum; 

d. sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri; 

e. sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan 

penting yang timbul secara tiba-tiba. 

                                                      
26

 J.B.J.M. ten Berge, Besturen Door de Overheid, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, , 

1996, h. 106. 
27

 Philipus M. Hadjon, et.al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 1993), h. 15. 
28

 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Tahun 

2006), h. 178-179. 
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B. Teori Hukum Kebijakan Publik 
 

Istilah kebijakan merupakan terjemah dari kata bahasa inggris “ policy” 

yang dibedakan dari kata kebijaksanaan ( Wisdom) maupun kebijakan ( virtues). 

Menurut Irfan Islamy kebijaksanaan berasal dari kata wisdom adalah tindakan 

yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh dan mendalam. 

Sementara kebijakan adalah tindakan mencakup aturan-aturan yang terdapat yang 

terdapat di dalam suatu kebijaksanaan.
29

   

Publik adalah hal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau 

masyarakat luas.
30

  Publik sangat berkait dengan administasi negara ketika publik 

aktor mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas. Hal ini 

dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai 

kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. 

Untuk itu, diperlukan suatu administrasi yang dikenal dengan "administrasi 

negara." Kebutuhan masyarakat tidak seluruhnya dapat dipenuhi oleh individu 

atau kelompoknya, tetapi diperlukan keterlibatan pihak lain yang dibentuk oleh 

masyarakat itu sendiri. Pihak lain inilah yang kemudian disebut dengan 

administrasi negara.
31

 Administrasi negara dalam mencapai tujuan dengan 

membuat program dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan 

dalam bentuk kebijakan. 

Administrasi Publik atau dulu dikenal Administrasi Negara pada dasarnya 

adalah sebuah bentuk kerjasama administrativ yang dikerjakan oleh 2 orang atau 

                                                      
29

 M. Irfan Islamy, “ Reformasi Pelayanan Publik”, (Makalah: Pelatihan strategi 

pembangunan sumber manusia aparatur pemerintahan daerah dalam era globalisasi, 1999). 
30

  T. Yeremias Keban, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu, 

( Yogyakarta: Penerbit Gaya Media, 2004), h. 3. 
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  Udin B. Sore dan Sobirin, Kebijakan Publik, ( Makassar: Cv. Sah Media, 2017), h. 6. 
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lebih demi mencapai tujuan bersama. Goal dari administrasi publik itu sendiri 

adalah Public Service atau Pelayanan Publik. Administrasi publik memiliki kajian 

ilmu tentang Politik, Hukum, Sosial serta Manajemen. Salah satu tugas dari 

Administrasi Publik adalah pembuat kebijakan atau Policy Maker yang dikenal 

dengan Kebijakan Publik. Artinya para administrator ini membuat suatu kebijakan 

dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Publik 

(masyarakat).
32

 

Kesimpulan dapat dikatakan secara ringkas bahwa yang dimaksudkan 

dengan Hukum Administrasi negara adalah hukum yang mengatur dan mengikat 

alat administrasi negara dalam menjalankan wewenang yang menjadi tugasnya 

selaku alat administrasi negara dalam melayani warga negara harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan warga negara. Hukum administrasi negara sangat 

penting dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara oleh 

administrasi negara. Keberadaan hukum administrasi negara berperan mengatur 

wewenang, tugas dan fungsi administrasi negara, disamping itu juga berperan 

untuk membatasi kekuasaan yang diselenggarakan oleh administrasi negara.
33

 

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau 

lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk mela- kukan 

kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan 

kepentingan dan manfaat orang banyak.
34

  

Carl J. Federick dalam Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai 

                                                      
32

 Umar Congge, Patologi Adminsitrasi Negara, (Makassar: Cv. Sah Media, 2017), Cet. ke- 

2, h. 11. 
33

 Nazaruddin Lathif, et.al., Hukum Aministrasi Negara, ( Bogor: Lembaga Penelitian 

Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pakuan, 2021), h. 6-7 
34

 Leo Agustina, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung” Alfabeta, 2008), h. 7. 
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serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau 

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan 

(kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan 

kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga 

menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud 

dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena 

bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan 

daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.
35

 

Dengan mempelajari kebijakan publik maka dapat memahami isi 

kebijakan publik atau yang dibuat pemerintah, menilai dampak dari kekuatan-

kekuatan lingkungan, menganalisis akibat dari pengaturan berba- gai 

kelembagaan, proses-proses politik, meneliti, dan mengevaluasi dampak 

kebijakan publik terhadap sistem sosial politik, hukum, ekonomi, dan lain 

sebagainya, sekaligus terhadap negara.
36

 

C. Otonomi Daerah 
 

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Isatilah 

otonomi daerah berasal dari penggalan dua kata bahasa yunani, yakni autos yang 

berarti sendiri dan nomosa yang berarti undang-undang. Otonomi daerah 

bermakna membuat perundang-undangan sendiri, namun perkembangannya, 

konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti membuat peraturan daerah, juga 

utamanya mencakup pemerintahan itu sendiri. C.W.van derpot memahami konsep 

                                                      
35

 Mahendra Wija Atjma, “Pemahaman Dasar Hukum Dan Kebijakan Publik”, Risalah 

Bahan Kuliah Hukum Dan Kebijakan Dakultas Hukum Universitas Udaya Denpasar, 2013, h. 2. 
36

 Farid Wajdi dan Andryan, Hukum Dan Kebijakan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2022), Cet. ke- 1,h. 4. 
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otonomi daerah sebagai eigen huishouding (menjalankan rumah tangganya 

sendiri).
37

 

Sementara itu, HAW. Widjaja menyebutkan bahwa otonomi adalah 

penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat 

operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah 

mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat, 

menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya 

saing daerah dalam proses pertumbuhan.
38

  Sedangkan menurut J. Kaloh, hakikat 

otonomi daerah adalah proses pendemokrasian pemerintahan dengan keterlibatan 

langsung masyarakat melalui pendekatan lembaga perwakilan sebagai 

personifikasi.
39

 

Pengertian otonomi dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan “Otonomi daerah adalah hak, wewenang 

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia”.
40

  

Pada suatu tata cara atau prosedur yang mana penyerahan kewenangan 

dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bisa disebut dengan otonomi 

                                                      
37

  M. Laica Marzuki, Op.Cit., h. 161. 
38

 HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2005), h. 17. 
39

 J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan 

Lokal dan Tantangan Global, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Cet. ke-1, h. 29. 
40

 Indonesia, Undang - Undang  Nomor 23 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 5587 Tentang Pemerintahan Daerah. 
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rumah tangga daerah, atau ajaran rumah tangga daerah/otonomi daerah.
41

 

Hubungan fungsi pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah 

daerah dilaksanakan melalui sistem otonomi, yang meliputi desentralisasi, 

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Hubungan ini bersifat koordinatif 

administratif, artinya hakikat fungsi pemerintahan tersebut tidak ada yang saling 

membawahi, namun demikian fungsi dan peran pemerintahan provinsi juga 

mengemban pemerintahan pusat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
42

 

Otonomi bukan hanya merupakan tatanan administrasi negara (administra-

tiefrechtelijk), tetapi juga sebagai sebuah tatanan ketatanegaraan (staatrechtelijk). 

Sebagai tatanan ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan dasar-dasar dan 

susunan organisasi negara. Dasar-dasar bernegara bagi suatu negara dapat dilihat 

pada undang-undang dasar suatu negara yang merupakan lembaga atau 

sekumpulan asas, yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi kepada beberapa 

lembaga kenegaraan, misalnya pembagian kekuasaan kepada lembaga negara 

bidang legislatif, lembaga negara bidang eksekutif, dan lembaga negara bidang 

yudikatif. Selain itu, undang-undang juga menentukan cara-cara bagaimana pusat 

kekuasaan ini bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta mengatur 

hubungan-hubungan kekuasaan dalam satu negara.
43

 

Tujuan otonomi derah disamping peningkatan kesejahteraan rakyat adalah 

peningkatan pelayanan publik, untuk memberikan pelayanan publik pemerintahan 

daerah diwajibkan menyelenggarakan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam 
                                                      

41
 Sri Kusriyah, Politik Hukum Densentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Pespektif 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Semarang: Unissula Press, 2019), Cet. Ke- 1, h. 28. 
42

 H. Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, (Jakarta: 

Sinar Grafika,2005), cet-1,h. 5. 
43

 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia, 1977), h. 96.  
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Daerah Pasal 344 Ayat (1) dan (2) Undang - Undang  Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan”Pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan 

publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah”, 

“Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas kepentingan umum dan 

fasilitas perlakuan khusus bagi kelompok rentan”. Dan di Pasal 345 Ayat (1) dan 

(2) bahwa “Pemerintah Daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik 

dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik. Manajemen pelayanan publik 

seperti pelaksanaan pelayanan, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan 

publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
44

 

Kemudian dengan berkembangnya otonomi daerah, masing-masing daerah 

baik Provinsi maupun Kabupaten juga semakin marak untuk mengeluarkan 

peraturan-peraturan yang terkait dengan kesehatan seperti Peraturan Daerah,  

Keputusan Gubernur, Walikota dan Bupati, Keputusan Kepala Dinas Kesehatan. 

Seperti telah disebutkan bahwa hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum 

yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan 

penerapannya. Oleh sebab itu, hukum kesehatan mengatur dua kepentingan yang 

berbeda, yaitu penerimaan pelayanan, yang harus diatur hak dan kewajiban, naik 

perorangan, kelompok atau masyarakat dan penyelenggara pelayanan organisasi 

dan sarana-prasarana pelayanan, yang juga harus diatur hak dan kewajibannya.
45

 

Inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan 

pemerintah daerah (discretionary power) untuk menyelenggarakan pemerintah 

                                                      
44

 Sri Kusriyah, op. cit., h.121-122. 
45

 Rika Handayani,Syamsuriyati, et.al., Buku Ajar Syestem Pelayanan Kesehatan, 

(Yoguakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), h. 21. 
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sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam 

rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.
46

 

Dinas Kesehatan merupakan bagian dari instansi pemerintah yang 

berhadapan langsdung dengan msyarakat dan stakeholder dibidang kesahatan.. 

Berdasarkan Peraturan Kementrian Kesehatan  RI Nomor 49 Tahun 2016 Tentang 

Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah satuan kerja 

pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan 

urusan pemerintah dalam bidang kesehatan di kabupaten/kota. 

Selain mempunyai tanggung jawab dalam bidang kesehatan, Dinas 

Kesehatan juga mempuyai tugas seperti yang di atur di dalam Peraturan 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa “Dinas Kesehatan provinsi mempunyai tugas 

membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan 

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada 

daerah provinsi”.  

Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten pun memiliki fungsi perumusan 

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di 

bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan 

kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 

(PKRT) serta sumber daya kesehatan, pelaksanaan administrasi dinas sesuai 
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 Suparto, “Otonomi Daerah Di Indonesia ; Pengertiannya, Konsep, Tujuan, Prinsip, dan 

Urgensinya”, ( Disertasi: Universitas Islam Riau, 2017), h. 11. 
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dengan lingkup tugasnya, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Daerah terkait dengan bidang kesehatan.
47

 

Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan membawahi bagian Sekretariat 

dan beberapa bidang.
48

 Uraian Tugas Dinas Kesehatan dijabarkan melalui 

Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan 

Uraian Tugas Dinas Daerah dan telah dilakukan perubahan beberapa kali dengan 

perubahan terakhir pada Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah. 

Uraian tugas pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun adalah 

Merumuskan perencanaan kebijakan teknis dan pelaksanaan koordinasi di bidang 

kesehatan, melaksanakan teknis operasional di bidang kesehatan, melaksanakan 

pelayanan teknis administrasi ketatusahaan, melaksanakan pengelolaan unit 

pelaksana teknis dinas (UPTD), melaksanakan kegiatan lain di bidang kesehatan 

sesuai yang ditugaskan oleh Bupati.
49

 

Dinas Kesehatan mempunyai tugas dan fungsi dalam perumusan segala 

kebijakan teknis dan pelaksanaan koordinasi di bidang kesehatan di daerah. 
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 Indonesia, Peraturan Kementrian Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, h. 17. 
48

 Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 
49

  Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, “Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan”, artikel 

dari https://dinkes.Karimun.go.id/tugas-fungsi-dan pokok/ , (diakses  7 juni 2024). 
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Sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Karimun, Visi Dinas 

Kesehatan sepenuhnya mendukung visi Pemerintah Kabupaten Karimun dalam 

menjalankan peran strategisnya yaitu sebagai unsur pelaksanaan pemerintah di 

bidang kesehatan. 

D. Program penanganan dan pencegahan Stunting 

 

Stunting merupakan permasalah yang paling banyak ditemukan di negara 

negara berkembang, terutama Indonesia yang menjadi salah satu negara dengan 

pencegahan dan penangan Stunting. Stunting didefinisikan sebagai keadaan tubuh 

yang pendek dan sangat pendek (kerdil). Indonesia masih menghadapi permasalah 

gizi yang mana sangat berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia 

terutama masalah pada asupan dan nutrisi gizi yang di dapatkan yang menjadi 

perhatian penting saat ini masih tingginya kondisi tumbuh anak pendek (kerdil).  

Menurut World Health Organization (WHO), Stunting adalah gangguan 

pertumbuhan dan perkembangan yang di alami anak akibat gizi buruk, infeksi 

berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Anak-anak didefinisikan 

sebagai Stunting jika tinggi badan terhadap usia mereka lebih dari dua standar 

deviasi di bawah median standar pertumbuhan anak WHO.
50

 Sedangkan definisi 

menurut Kementrian Kesehatan (Kemenkes) adalah anak balita dengan nilai z-

scorenya kurang dari -2SD/standar deviasi dan kurang dari -3SD. 

Penyebab Stunting adalah kurangnya asupan gizi yang diperoleh oelh 

balita sejak awal masa emas kehidupan pertama, dimulai dari dalam kandungan 

sampai dengan usia dua Tahun. Stunting akan terlihat pada anak saat menginjak 
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 “Singkatnya Stunting”, artikel dari https://www.who.int/teams/nutrition-and-food-

safety/monitoring-nutritional-, Diakses 17 febuari 2024. 
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usia dua Tahun yang mana tinggi rata rata kurang dari anak seusianya. 

Dampak Stunting pada anak dapat mempengaruhinya dari ia kecil hingga 

dewasa. Dalam jangka pendek, Stunting pada anak menyebabkan terganggunya 

perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Sekilas, proporsi 

tubuh anak Stunting mungkin terlihat normal. Namun, kenyataannya ia lebih 

pendek dari anak-anak seusianya. Seiring dengan bertambahnya usia anak, 

Stunting dapat menyebabkan berbagai macam masalah, seperti kecerdasan anak di 

bawah rata-rata sehingga prestasi belajarnya tidak bisa maksimal, sistem imun 

tubuh anak tidak baik sehingga anak mudah sakit, anak akan lebih tinggi berisiko 

menderita penyakit diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker. 

Dampak buruk Stunting yang menghantui hingga usia tua membuat 

kondisi ini sangat penting untuk dicegah. Gizi yang baik dan tubuh yang sehat 

merupakan kunci dari pencegahan Stunting. Adapun  hal-hal yang harus diingat 

untuk mencegah Stunting seperti, Mengonsumsi makanan dengan nutrisi yang 

cukup selama hamil dan selama menyusui, memberikan nutrisi yang baik kepada 

si kecil, rutin memeriksakan kehamilan serta pertumbuhan dan perkembangan 

anak setelah lahir, dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, terutama mencuci 

tangan sebelum makan, serta memiliki sanitasi yang bersih di lingkungan rumah.
51

 

Stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan semua 

pihak, setiap keluarga di Indonesia. Upaya percepatan penanganan dan 

pencegahan Stunting membutuhkan komitmen baik dari pemerintah pusat dan 
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 Puskemas Bagansiapiapi, ”Pahami Penyebab Stunting dan Dampaknya”, artikel dari 
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pemerintah daerah, organisai, media massa, dan masyarakat secara keseluruhan. 

Agar dapat diharapkan mencapai satu tujuan yakni pencapaian percepatan 

penanganan dan pencegahan Stunting secara sehat dan produktif. 

Penanganan Stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan sekala 

nasional melalui program strategi percepatan pencegahan dan penurunan Stunting  

di mulai dari masa anak yang berada di dalam kandungan  dengan mendapatkan 

asupan dan kecukupan gizi. Di mana hal ini ditetap kan dalam Pasal 1 ayat 4 

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan 

Penurunan Stunting. Percepatan penurunan Stunting adalah setiap upaya yang 

mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara 

konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di 

pusat, daerah, dan desa.
52

 

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, upaya penurunan 

Stunting tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan saja, tetapi 

diharapkan bisa dilakukan oleh semua pihak, baik itu pemerintah desa, pemerintah 

daerah maupun pemerintah pusat. Dengan adanya sinergi dan kerja sama di 

berbagai sektor pemerintahan diharapkan bisa menurunkan angka Stunting di 

Indonesia.  

Dalam rangka menurunkan Stunting di Indonesia pemerintah telah 

menetapkan Strategi Nasional Percepatan penurunan Stunting dalam waktu lima 

Tahun ke depan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah Stunting 

diantaranya memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu 
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 Indonesia,Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Tentang Percepatan Penurunan 

Stunting Pasal 1 Ayat (4). 
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menyusui, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi 

dan balita, mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara 

memberikan variasi makanan kepada anak, menjaga sanitasi lingkungan tempat 

tinggal yang baik bagi keluarga;, memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu 

hamil dan menyusui terkait Stunting, pola asuh yang baik untuk mencegah 

Stunting serta mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait 

asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak, dan melakukan 

vaksinasi lengkap semenjak bayi lahir sesuai dengan anjuran dan himbauan Ikatan 

Dokter Anak Indonesia (IDAI). 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, antara lain: 

1. Fathia Arifah Suri dan Geovani Meiwanda, (2023) Implementasi Program 

Gizi Oleh Dinas Kesehatan Dalam Penurunan Stunting Di Kota 

Pekanbaru. Perbedaan penelitiaan ini terletak pada objek yang di teliti, 

penulis memiliki kefokusan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 

2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting mengenai bagaimana 

tindakan dinas terkait dalam pencegahan Stunting di desa pangke, 

sedangkan penelitian terdahulu lebih memfokuskan terjalinnya program 

program gizi yang di jalankan oleh Dinas Kesehatan dengan lokasi di 

pekanbaru.
53

 

2. Hafzana, dkk, (2022) Strategi Dinas Kesehatan Dalam Pencegahan Dan 
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 Fathia Arufah Suri dan Geovani Meiwanda, “Implementasi program gizi oleh dinas 

kesehatan dalam penururnan stunting di kota pekanbaru” Jurusan Ilmu Administrasi, volume 1 

(2023). 
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Penanganan Stunting (Studi Kasus Di Desa Ponkar Kecamatan Tebing 

Kabupaten Karimun). Perbedaan penelitiaan ini terletak pada objek yang 

di teliti, penulis memiliki kefokusan dalam peraturan bupati nomor 52 

Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting mengenai 

bagaimana tindakan dinas terkait dalam pencegahan Stunting di desa 

pangke, sedangkan penelitian terdahulu lebih memfokuskan terjalinnya 

program program yang di jalankan oleh Dinas Kesehatan dengan lokasi di 

pongkar
54

. 

3. Nabila Udzrotu Shauma dan Dini Gandini Purbaningrum, (2022) 

Implementasi Kebijakan Pencepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi. 

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada peneliti terdahulu selain 

menggunakan Peraturan Daerah fokus kepada kebijakan percepatan 

pencegahan Stunting di pekanbaru sedangkan penulis menjelaskan 

mengenai pelaksanaan pencegahan Stunting di kabupaten karimun.
55

. 
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Stunting”, Jurnal Akuntan Publik, Volume 1,. Nomor 2., (juni 2023), h. 218 
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 Nabila Udzrotu Shauma, Dini Gandini Purbaningrum, “Implementasi Kebijakan 

Percepatan Pencegahan Stunting”, Jurnal kebijakan publik, volume 13 nomor 2, (2022). 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris 

atau sosiologis hukum, yaitu metode penelitian hukum yang berupaya untuk 

melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat bagaimana 

bekerjanya hukum di masyarakat atau biasa disebut dengan penelitian lapangan. 

Penilitan ini bersifat penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

menuliskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Dalam 

penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sampel.
56

 

Sifat penelitian dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam 

penelitian Deskriptif Analisis yakni suatu metode dalam meneliti sesuatu objek 

yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang di teliti, 

lalu dianalisa dengan teliti guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian 

tentang Pencegahan Stunting Oleh Dinas Kesehatan Berdasarkan Peraturan Bupati 

Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penanganan Dan Pencegahan Stunting Di Desa 

Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Di 

Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan 

Riau.. 

Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis 

(peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata 

sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan. Perilaku nyata 

                                                      
56

 Jeonny Ibrahim dan Joenadi Effendi, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, 

(Depok: Pranada Media Group, 2016). h. 150. 
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tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada 

yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat 

kebiasaan.
57

 

Penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis, 

merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai 

perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami 

setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.
58

 

B. Pendekatan Penelitian 
 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektifitas hukum. 

Efektifitas hukum merupakan pendekatan yang membahas tentang bagaimana 

hukum berkejra dalam masyarakat.
59

 

Analisis data kualitatif adalah suatu penelitian tentang riset yang bersifat 

deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Analisis data kualitatif bersifat 

induktif. Menurut Sukmadinata, dasar analisis kualitatif adalah konstruktivisme 

yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dalam suatu 

pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. 

Penelitian analisis kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-

strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Analisis kualitatif ditujukan 

memahami fenomena sosial.
60
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 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Universty Pres, 2020). h. 29. 
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C. Lokasi Penelitian 
 

Penelitian ini studi kasus di Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, 

tepatnya di Desa Pongkar. Pertimbangan penulis menjadikan lokasi ini sebagai 

studi kasus karena berdasarkan data observasi dan pengamatan yang saya lakukan 

sebelum mengajukan judul penelitian ini bahwa ada permasalahan yang perlu di 

lakukan penelitian. Sehingga saya bertujuan untuk melakukan penelitian dilokasi 

ini mengenai Pencegahan Stunting Oleh Dinas Kesehatan Berdasarkan Peraturan 

Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penanganan Dan Pencegahan Stunting Di 

Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau 

Di Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan 

Riau. 

D. Informan Penelitian 
 

Adapun pengambilan data untuk mendapatkan informasi yang lebih tertuju 

kepada permasalahan maka dengan cara menggunakan teknik Informan atau 

wawancara, yaitu orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun 

orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara 

mendalam.
61

 Untuk menentukan informan dalam penelitian ini dilakukan secara 

Purposive Sampling. Pengambilan sampel secara purposive didasarkan pada suatu 

pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri.
62

 Untuk mempermudah 

memperoleh pencarian data dan informasi maka dapat dilihat dari tabel berikut 

ini: 
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  Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: 

Rajawali Pers,2010), h. 107. 
62

 Buchori Ibrahim, Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan, (Jambi: Sonpedia 

Publishing Indonsia, 2023), h. 30. 
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Table 1 

                                                Informan Penelitian 

 

 

 

E. Data Dan Sumber Data 
 

Sumber data yang di perlukan dalam penelitian ini bersumber dari 

lapangan dan literatur yang meliputi: 

No Informan Ket 

Jumlah 

Informan 

1 

Kepala Bidang Bagian 

Peningkatan Kesehatan 

Keluarga Dinas Kesehatan 

Kabupaten Karimun 

Informasi kunci 

(Key Information) 

1 Orang 

2 

Administrator Kesehatan Ahli 

Muda di Dinas Kesehatan 
Informan Pendukung 

1 Orang 

2 Kepala Desa Pangke Informan Pendukung 1 Orang 

3 Bidan Desa Pangke Informan Pendukung   1 Orang 

 Jumlah  4 Orang 
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1.  Data Primer 

Data primer yaitu data yang di peroleh dengan cara turun langsung 

kelapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu melalui 

observasi dan wawancara,
63

 yang berhubungan dengan Pimpinan dan Staff 

Bidang Peningkatan Kesehatan Keluarga, Tokoh Masyarakat,  dan Masyarakat 

Setempat. 

2. Data Sekunder  

     Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan guna mendukung data primer 

ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari buku-

buku literatur, pendapat para ahli, dokumentasi yang berupa berkas dengan 

bahan pustaka lazimnya yang ada kaitannya dengan masalah Stunting, dan 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang 

Stunting atau data yang didapat melalui penelitian kepustakaan.
64

 

a.  Bahan Hukum Data Primer 

 

      Bahan hukum primer yaitu suatu bahan bahan hokum yang bersifat 

autoritatif/mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan seperti 

Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan 

Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan 

Dan Gizi, Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 54 Tahun 2019 

Tentang Penanganan dan Pencegahan Stunting. 
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b.  Bahan Hukum Data Sekunder 

 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh 

melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada 

sebelumnya serta memiliki hubungan erat dengan masalah yang dibahas 

dalam penelitian Stunting. Bahan hukum sekunder meliputi hasil karya 

ilmiah dan penelitian yang relevan terkait penelitian ini, termasuk 

diantaranya skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, 

dan buku yang berkaitan dengan masalah Stuntitng. 

c.  Bahan Hukum Data Tersier 

 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih 

dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan 

bidang hukum, seperti kamus.
65

 

F. Teknik Pengumpulan Data 
 

Sebagai alat pengumpul data pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Observasi ( Pengamatan )  

Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian 

dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan 

terlebih dahulu. Alat pengumpul data lapangan dibuat berdasarkan 

proposal penelitian. Penyusunan alat pengumpul data dilakukan dengan 

teliti untuk dijadikan pedoman pengumpulan data yang diperlukan. 
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 Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai 

Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer” Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 Edisi 1, 
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Observasi tipe ini sangat relevan pada penelitian studi kasus, penelitian 

eksploratif dan penelitian deskriptif.  

Observasi atau pengamatan merupakan teknik untuk mengumpulkan 

data dengan melakukan pengamatan langsung pada suatu kegiatan atau 

fenomena yang sedang berlangsung.
66

 Observasi diarahkan untuk kegiatan 

dengan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang timbul dan 

mempertimbangkan hubungan aspek dengan fenomena tersebut. 

2. Wawancara / Interview  

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara 

langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan 

untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam 

suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan 

kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara 

langsung kepada responden, narasumber atau informan. Metode 

wawancara adalah metode pengumpulan data menggunakan cara tanya 

jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk 

memperoleh keterangan yang diinginkan.
67

 Didalam penelitian ini ada 

beberapa Stakholder yang akan menjadi pelengkapan data seperti Kepala 

Bidang Peningkatan Kesehatan Keluarga, Kepala Desa, Bidan Desa, dll.  

Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau 

tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan 
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Pustaka, 2023), h. 144 
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36 

 

 

 

data yang dibutuhkan. Wawancara (interview) adalah pengumpulan data 

primer yang bersumber langsung dari informan penelitian di lapangan 

(lokasi). 

3. Kajian Pustaka  

Digunakan untuk memperoleh data sekunder dan untuk mendukung 

data primer 

G. Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data dengan Analisis 

Kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang di peroleh di lapangan kemudian akan 

dilakukan analisa. Kemudian penulis menarik kesimpulan dengan metode induktif 

yaitu proses berpikir yang bertolak dari satu maupun sejumlah fenomena 

individual untuk menurunkan suatu kesimpulan atau dalam arti metode yang 

digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum
68

 

mengenai Pencegahan Stunting Oleh Dinas Kesehatan Berdasarkan Peraturan 

Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penanganan Dan Pencegahan Stunting Di  

Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau  

 

Di Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten. Karimun Provinsi Kepulauan 

Riau.
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(2016), h. 81-82. 
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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

A. kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan peneliti, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pencegahan Stunting Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Berdasarkan 

Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penanganan Dan 

Pencegahan Stunting Di Desa Pangke Kecamatan Meral Barat, di dalam 

peraturan itu di jelaskan bahwa kegiatan atau program dengan cara 

pendekatan Promotif dan Preventif  dalam mempercepat upaya pencegahan 

dan penanganan Stunting . Dinas Kesehatan telah melaksanakan berbagai 

program dan kebijakan yang terintegrasi. Melalui penyuluhan dan sosialisasi 

mengenai bahayanya stunting. Dinas Kesehatan juga telah menjalin kerja 

sama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai instansi, termasuk 

Kementerian Agama dan Dinas P3LNP3A, keberhasilan program pengatasan 

Stunting di Kabupaten Karimun sangat bergantung pada kolaborasi antara 

Dinas Kesehatan, instansi terkait, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang 

terukur, sistematis, dan kolaboratif, diharapkan angka Stunting dapat 

berkurang secara signifikan, menciptakan generasi yang lebih sehat dan 

berdaya saing di masa depan. 

2. Meskipun Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun telah melaksanakan berbagai 

program dan kebijakan untuk pencegahan Stunting, terdapat beberapa faktor 

hambatan yang perlu diperhatikan. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan 
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masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang dan kesehatan anak menjadi 

tantangan utama, fasilitas kesehatan mungkin tidak memadai, keterbatasan 

sumber daya. Dengan memahami faktor-faktor hambatan ini, Dinas 

Kesehatan dan pihak terkait lainnya dapat merumuskan strategi yang lebih 

efektif untuk mengatasi Stunting menjadi kunci dalam mencapai tujuan 

penanganan Stunting di Kabupaten Karimun. 

B. Saran 
 

Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat Mengembangkan 

program penyuluhan yang intensif mengenai pentingnya gizi seimbang dan 

kesehatan anak, melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat. Penggunaan 

media sosial dan platform digital juga dapat dimanfaatkan untuk menjangkau 

lebih banyak orang tua dan calon orang tua. Dan dengan penguatan Kolaborasi 

Antar Instansi Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Dinas Kesehatan 

dan instansi terkait lainnya, seperti Dinas Sosial dan Dinas Pertanian, melalui 

pertemuan rutin dan pembentukan tim kerja lintas sektor. Hal ini akan 

memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program penanganan Stunting secara lebih 

efektif.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

PENCEGAHAN STUNTING OLEH DINAS KESEHATAN BERDASARKAN 

PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG 

PENANGANAN DAN PENCEGAHAN  STUNTING DI DESA PANGKE 

KECAMATAN MERAL  BARAT KABUPATEN KARIMUN PROVINSI  

KEPULAUAN RIAU 

 

Oleh : Zulindo Agil Faturahman 

Kepada : Kepala Bidang Bagian Peningkatan Kesehatan Keluarga 

Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun 

 

1. Apakah bapak/ibuk mengetahui adanya peraturan yang mengatur stunting di 

kabupaetn karimun tepatnya peraturan bupati nomor 54 Tahun 2019 tentang 

penanganan dan pencegahan stunting? 

2. Bagaimana data prevalensi stunting di Kabupaten Karimun dalam beberapa Tahun 

terakhir? Apakah ada tren penurunan atau peningkatan? Terutama di desa pangke 

kec. Meral barat? 

3. Bagaimana Dinas Kesehatan memantau keberhasilan program pencegahan stunting, 

dan apakah ada data atau hasil evaluasi yang dapat dibagikan ke publik? 

4. Apa langkah-langkah yang telah diambil oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun 

untuk mengurangi angka stunting di Kabupaten Karimun terutama di desa pangke? 

5. Bagaimana peran dinas kesehatan dalam mengawasi angka naik turunnya 

kasus stnting yang terjadi di Kabupaten Karimun tepatnya pada desa pangke? 

6. Apakah ada atau Apa saja kebijakan program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Dinas Kesehatan untuk penanganan dan pencegahan stunting dalam menurunkan 

angka stunting di kabupaten karimun. 

7. Bagaimana perannya peraturan bupati kab.karimun no 54 Tahun 2019 tersebut 

apakah sejalan dengan penerapan yang dilakukan dinas kesehatan, karena dapat 

diketahui di dalam perbub tersebut ada beberapa program kebijakan dalam 

menengani pencegahan stunting tersebut, atau justru ada kebijakan program selain 



 

 

 

 

yang ada pada perbub tersebut ? 

8. Seberapa efektif tindakan dinas kesehatan dan jajaran yang terkait dalam 

penanganan dan pencegahan stunting terutama di desa pangke? 

9. Apa kendala atau tantangan yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam menangani 

masalah stunting di Kabupaten Karimun? 

10. Bagaimana Dinas Kesehatan melibatkan masyarakat dalam program-program 

pencegahan stunting? Apakah ada peran serta masyarakat dalam monitoring dan 

evaluasi program ini? 

11. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah 

dalam mencegah stunting di Kabupaten Karimun? 

12. Adakah rencana atau kebijakan baru yang akan diterapkan oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten Karimun untuk mempercepat penurunan angka stunting? 

13. Apakah Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun sudah memiliki target atau indikator 

khusus untuk menurunkan prevalensi stunting dalam jangka pendek dan panjang? 

14. Apakah kebijakan hukum yang diterapkan mencakup sanksi atau insentif untuk 

pihak-pihak terkait, seperti tenaga kesehatan, penyuluh, atau bahkan masyarakat 

dalam upaya pencegahan stunting? 

15. Apakah ada regulasi yang mengatur kewajiban masyarakat atau keluarga dalam 

menjaga pola makan sehat dan memenuhi kebutuhan gizi bagi anak-anak dan ibu 

hamil? 

16. Bagaimana Dinas Kesehatan memastikan bahwa kebijakan hukum yang diterapkan 

terkait dengan stunting dapat berjalan efektif di lapangan, khususnya di daerah-

daerah terpencil atau sulit dijangkau,contohnya desa pangke? 

17. Apakah ada upaya dari Dinas Kesehatan untuk memperbarui atau merevisi 

kebijakan hukum yang ada untuk menyesuaikan dengan perkembangan terbaru 

dalam penelitian atau data terkait stunting? 

18. Apakah ada jaminan hukum terkait hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan yang berkualitas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting? 

 

  



 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 
PENCEGAHAN STUNTING OLEH DINAS KESEHATAN BERDASARKAN 

PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG 

PENANGANAN DAN PENCEGAHAN  STUNTING DI DESA  

PANGKE KECAMATAN MERAL  BARAT  

KABUPATEN KARIMUN PROVINSI  

KEPULAUAN RIAU 

 

Oleh : Zulindo Agil Faturahman 

Kepada : Kepala Desa Pangke Kecamatan Meral Barat 

 

1. Bagaimana Pemerintah Desa Pangke mengimplementasikan kebijakan 

atau program yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun 

terkait pencegahan stunting di tingkat desa? 

2. Apa saja program yang telah diterima dari Dinas Kesehatan dan 

bagaimana cara Pemerintah Desa Pangke memastikan program tersebut 

dijalankan dengan baik di tingkat masyarakat? 

3. Sejauh mana kerjasama antara Pemerintah Desa Pangke dan Puskesmas 

dalam menjalankan program pencegahan stunting? Apakah ada 

kegiatan bersama yang melibatkan masyarakat langsung? 

4. Apa saja langkah konkret yang telah diambil Pemerintah Desa Pangke 

untuk memastikan masyarakat, terutama ibu hamil dan anak, mendapat 

layanan gizi yang optimal sesuai dengan arahan Dinas Kesehatan? 

5. Bagaimana pemerintah desa menyosialisasikan kebijakan atau program 

dari Dinas Kesehatan kepada warga, khususnya mengenai pentingnya 

1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam mencegah stunting? 

6. Apa peran serta kader kesehatan desa dalam mendukung penerapan 

program pencegahan stunting yang dicanangkan oleh Dinas Kesehatan? 

7. Apakah ada mekanisme pengawasan yang diterapkan di tingkat desa 

untuk memastikan kebijakan atau program dari Dinas Kesehatan 

berjalan efektif, terutama di daerah-daerah yang lebih terisolasi? 



 

 

 

 

8. Bagaimana Pemerintah Desa Pangke mengidentifikasi keluarga atau 

anak-anak yang berisiko mengalami stunting dan memberikan 

intervensi sesuai dengan arahan Dinas Kesehatan? 

9. Apakah Pemerintah Desa Pangke menghadapi kendala atau tantangan 

dalam menerapkan kebijakan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan, dan 

bagaimana cara mengatasinya? 

10. Sejauh ini, bagaimana masyarakat Desa Pangke merespon dan 

berpartisipasi dalam program pencegahan stunting yang diinisiasi oleh 

Dinas Kesehatan? Apakah ada perubahan pola pikir atau perilaku yang 

terlihat? 

11. Bagaimana Pemerintah Desa Pangke mengelola distribusi bantuan 

pangan bergizi atau intervensi gizi lainnya yang diberikan oleh Dinas 

Kesehatan untuk keluarga yang membutuhkan? 

12. Apakah ada pelatihan atau pembekalan bagi aparat desa, seperti Kepala 

Dusun atau penyuluh kesehatan, untuk dapat menerapkan kebijakan 

Dinas Kesehatan terkait stunting secara lebih efektif? 

13. Apa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pangke untuk 

memastikan bahwa anak-anak di desa ini mendapat pemeriksaan 

kesehatan rutin untuk mencegah stunting sesuai dengan pedoman Dinas 

Kesehatan? 

14. Bagaimana Pemerintah Desa Pangke berkolaborasi dengan pihak-pihak 

lain (seperti sektor pendidikan, sosial, atau pertanian) dalam penerapan 

kebijakan pencegahan stunting yang diterima dari Dinas Kesehatan? 

15. Apakah ada evaluasi rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Desa 

Pangke untuk menilai keberhasilan penerapan program dari Dinas 

Kesehatan terkait stunting, dan bagaimana hasilnya? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 
PENCEGAHAN STUNTING OLEH DINAS KESEHATAN 

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2019 

TENTANG PENANGANAN DAN PENCEGAHAN  STUNTING DI 

DESA PANGKE KECAMATAN MERAL BARAT KABUPATEN 

KARIMUN PROVINSI  

KEPULAUAN RIAU 

 

Oleh : Zulindo Agil Faturahman 

Kepada : Bidan Desa Pangke Kecamatan Meral Barat 

1. Apakah Puskesmas atau tenaga kesehatan desa sudah melakukan 

pemantauan rutin terhadap kesehatan anak Anda sejak terdeteksi adanya 

stunting? Apa saja tindakan yang diambil? 

2. Dalam penerapan program pencegahan stunting dari Dinas Kesehatan, 

apakah ada pemberian bantuan gizi atau makanan khusus yang 

diberikan kepada anak Anda atau keluarga? 

3. Bagaimana peran serta Kepala Desa Pangke atau pihak desa dalam 

membantu keluarga Anda mengakses layanan kesehatan atau program 

gizi dari Dinas Kesehatan? 

4. Apakah ada program atau kegiatan dari Pemerintah Desa Pangke yang 

mendukung keluarga Anda dalam meningkatkan gizi atau pola makan 

sehat untuk anak-anak? 

5. Bagaimana pelayanan kesehatan yang diterima anak Anda dari 

Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya yang terkait dengan 

penanganan stunting? Apakah ada fasilitas atau program khusus yang 

disediakan? 

6. Apakah ada dukungan atau pelatihan yang diberikan kepada keluarga 

untuk meningkatkan pengetahuan mengenai cara-cara pencegahan 

stunting, seperti cara memberi makan anak yang sehat dan bergizi? 

7. Bagaimana keluarga Anda merasakan manfaat atau perubahan setelah 

mengikuti program-program yang diberikan oleh Dinas Kesehatan dan 

Pemerintah Desa dalam upaya menangani stunting? 



 

 

 

 

8. Apakah ada kendala atau tantangan yang Anda hadapi dalam 

mengakses atau memanfaatkan program pencegahan stunting dari 

Pemerintah Desa atau Dinas Kesehatan? 

9. Apakah Anda mendapatkan pendampingan atau edukasi tentang 

pentingnya pemenuhan gizi selama 1000 Hari Pertama Kehidupan 

(HPK) dan pengaruhnya terhadap stunting? Jika ya, siapa yang 

memberikan edukasi tersebut? 

10. Bagaimana Pemerintah Desa Pangke dan Dinas Kesehatan 

berkoordinasi dengan keluarga Anda dalam penanganan kasus stunting 

anak Anda? Apakah ada komunikasi yang terjalin dengan pihak desa 

atau puskesmas terkait perkembangan kesehatan anak? 

11. Apakah Anda merasa ada perhatian khusus dari Pemerintah Desa 

Pangke atau Dinas Kesehatan terhadap keluarga Anda dalam hal 

penanganan stunting? Jika ada, bagaimana bentuk perhatiannya? 

12. Bagaimana pendampingan atau evaluasi yang dilakukan oleh tenaga 

medis atau aparatur desa untuk memantau perkembangan anak Anda 

setelah terdiagnosis stunting? 

13. Apakah Anda merasa program-program yang diberikan oleh Dinas 

Kesehatan dan Pemerintah Desa Pangke sudah cukup membantu dalam 

mengatasi masalah stunting di keluarga Anda? Apa harapan Anda ke 

depan untuk program ini? 

 

 


